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KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan
pelayanan publik senantiasa dituntut untuk  meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan publik.
Bentuk pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bima yang terdiri dari Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Maka untuk mewujudkan
hal di atas selain dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, juga harus dilakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan PTSP agar kualitas pelayanan publik yang lebih baik dapat tercapai
secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan Visi dan Misi Kota Bima * TERWUJUDNYA
KOTA BIMA YANG MAJU, BERMARTABAT dan BERKELANJUTAN"

Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan
kegiatan pada unit penyelenggara layanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota
Bima, guna menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat serta untuk memenuhi
hak - hak masyarakat scbagai pengguna layanan publik sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tindak lanjut dan penyelesaian Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan oleh aparatur harus dapat
dilaksanakan dengan baik serta harus memenuhi unsur kepuasan masyarakat guna terwujudnya
pelayanan publik yang lebih berkualitas secara berkelanjutan.

Akhirnya, kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari semua pihak yang bersifat
membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi
referensi yang bermanfaat terhadap proses perbaikan mutu pelayanan publik sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja aparatur pemerintah khususnya pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima di masa - masa yang

akan datang.
Kota Bima, Januari 2026
: ala Dinas,
\
“Yuliana,S.Sos
NIP. 19720213 199402 2 001
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Latar Belakang

Nk nn d ern ghodalaas: sopwrts saat o telah memperhaas rvang mformas yang hanes dibenkan
pomeroiih Lopada masvarshat  Dengan somakm terbolanya ruang mtoemasi yang harus
Jadahan peesermiah, swka Whoves dalam pemvelengearaan Pelayanan Penizinan dan Noa
Noorman pola Lomonkast dua arsh antars pemetintah dan masyarakat harus tersusun melalu
sobuh  wtem vang Delk. misaliva dengan membenkan  Layvanan  Konsultas  dalam
pomvekonggaaan  Pelivasas Perizman dan Non Penizinan Hal ini dilakukan  untuk
wemamalnr geselan aldat porbodaan  pemahaman  atas mformasi yang disampaikan
Tordalanna moang mioomast eeedet juga denmplikass pada ransparans pemenntah dalam
meomdoat sobuad aturan atan \edialan sevta adanya heterbukaan informasi seiring dengan
orkemdangan tehaoiog: vang Lian poesat Sementara o, sehagar beotul kepedulian masy arakat
rerhadiap Tanghah-langh ah vang drambel pemerintah, haik dalam bentul pengawasan pelaksanaan
Lebualan, mavpun laporan masvaralar terhadap svaty tindak pelanggaran bisa disampakan
melade lavaoan pengaduan massacakat Pelavanan Pengaduan merupakan bagian dan pelay anan
P, & mana masvaralat dapat menvampakan keluhan mavpun saran perbaikan terhadap
pelayanan vang ddeodan okeh aparatur selalu penyelenggara lay anan publil.

Rodagar pelavanan pudk memang Kerap Kali dirasa masth memiliki Kekurangan, bahkan
sampas gagal doctungs: Namun, masyaralat juga acap hali enggan untuk melaporkan apa yang
memads Lekurangan ataw hendala yang dihadaps dengan berhagai alasan sepertt waktu yang
orlada fama untk b menyampashan pengaduan. Hal intlah yang kemudian menjadi sorotan
peextntah wntul meninghatan kepadulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik
melahn perhakan sistem layanan peagaduan pablik.

Pengadvan masyarakat morupalan salah sama bentuk partisipasi pengawasan masy arakat yang
Rkt dalam rangha it serta mewuindhan penyelenggaraan pemerintaban yang baik, bebas
Lolasi, Rovupse, dan nepotisme. Peagadvan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat
dpergunalan sehagat bahan masuban untuk peninghatan Kapasitas aparatur negara dalam
melalanalan tugas-tugas umum pemernintahan terutama dalam membenikan pelayanan kepada
masyaralat Penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu komponen utama sebagai
Regiatan peating yang barus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pt Nota Bima untul mendulung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efekuf,
efision, topat wakty, tepat sasaran, aluntabel, guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan
dania usaba.

Untul i, guna mcainghathan pemahaman dan menjamin hak pengguna jasa layanan sekaligus
menindallaniuti Roodist dan atau permasalaban pelayanan sehagai bentuk akselerasi terhadap
pemyelonggaraan pelavanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelavanan Terpadu Sam Pintw Kota Bima perlu dilaksanakan Pelayanan Konsultasi dan

Yeuad sty Me awmw oy N
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Penge dodnan pengadian maayasrabar Fedindap Pelayanan Feopada Pecmn dan Mo Penzman
sobatigon seboagat salale sata vpaya yang dilaboban pemerimtah dalam membaaiban pelsyanan
pobslih g Bedal baih Mamn aliaisd Bain, toobait dalamn bl peonbsrinn bayanan pevizimn dan
mom perietoan dad s ey srabat e g deogan baatuk pelayanan yung teldh
b nthan obely aparator ook so b b dein diteabithoan g setebali izin diderbitban s hingpa
untuk merenodie v begaosan sy ek ol apoaratar senantiaca Attt ek stk an
huabivan peebayanon dare sl s agar moasyar st peverimn Loy anwn meraca pooas tedhadap
sepnla etk pelayanan yang dibenban oleh sovap aparator Pemenintah sebagaimana yany
dliliaiaphan
Selavn e wotok sensmmpung dan menidad Lot s bentod aspiras masyarab st selabu
Peogoma Basa Dayanan toebat dengan peoyelengganaan g bayanan porzinan dan on penzman
woakon Do Penvanaman Masdal dlan Pelayanan Perpradda Soatu Prnta Kaota Warna te Lo snenyeddiak an
sorana bayanon Komsaltass dan Pengeloloan Pengaduan Masyarakat  Lerhadap Pelayanan
Forpnd Vervetnan dan Mon Pegezinan bk socara Tangessng soaupun Bdak Langaung . Adapun
bentuk aspirast yang aban dicampaikan oleh Pengganan Jaca dapat disalurban melalin s
Loy anan yang teesedin ymto, Kotak Saran dan Peogadoan, SMS, Telepon, WA Surat, Kuesioner
IRAL atan dapat Bangsung mendatangt petugas pada Lokt Fayanan Konsoltast dan Pengelolaan
Pengadunn Masyarabat untok menyalurkan aspaeast atou pengadoan ekt pelayanan peazinan
dan fon petiziman

Dt Pemohon yvang masuk melalun sarana layanan Kool dan Pengaduan
Masyarakat yang tersedio merupakan bentuk aspieast masyarabat terhadap penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perzinan yang diselenggarakan oleh Dinas Peronaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinto Kota Bima yang haras ditindaklonjute guna memenuhi hak  hak
masyarakat sebagal salah satu upaya mewujudkan “Good Governance ™ di Tingkap Permerintah
Kota Hima

1.2, Dasar Hukom

1 Undang  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informass Publik

2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

V.o Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang, Pelaksanaan Undang, - Undang Nomor
28 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik,

S. Peraturan Presiden Republik Indonesin Nomor 76 Tahun 2013 tenmtang  Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

7. Peraturan Presiden Republik  Indonesia: Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan

e ————————
|y K #ans favs Porgedida g Peosy mlagn Mo gm ol Taohatags Poliegar o Tovgady Pacsean dan Bo Pergesn Fabawn J07%

Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
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9 Peraturan Walikkota Bima Nomor 18 lahun 2016 tentang Penyelenypyaraan Pelayanin

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemenintah Kota ima

10, Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenpparaan Perizinan Usahi
Berbasis Resiko,

11 Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Rewenanyan
Penyelenggaraan Pelayanan Penzinn Berusaha Berbasis Resiho Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;

12, Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tungsi Serta Tata Kena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

1), Pengertian Umum

Dalam penyusunan laporan int terdapat beberapa pengertian umum sebagai berikut .

1. Layanan Konsultasi (KSI) adalah merupakan lavanan konseling yang dilaksanakan oleh
konselor terhadap scorang pelanggan, disebut doasulii yang memungkinkan  konsulti
memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu difaksanakannya dalam

menangant kondis: dan/atau permasalahan pibak ketiga

L]

Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara hisan dan tertulis disertar bukti awal
terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan perzinan dan non
perizinan.

3. Layanan Konsultasi dan Pengelolann Pengaduan Masyarakat adalah suatu ranghatan
proses hegiatan yang meliputi  penerimaan, pencatatan, penela’ahan, tindak  lanjut,

penyaluran, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan,

.

- Pengguna Jasa adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha atau

pihak yang memanfaatkan Layanan Publik.

5. Konsultasi Langsung adalah konsultasi yang sccara langsung disampaikan (Tatap Muka)
oleh pengguna jasa kepada penyelenggara layanan publik.

6. Konsultasi Tidak langsung adalah konsultasi yang disampaikan secara tertulis melalui surat
resmi atau menggunakan fasilitas layanan yang tersedia seperti ; Kotak Saran dan
Pengaduan, Telp, WA, SMS dan fasilitas konsultasi lainnya.

7. Pengaduan Langsung adalah pengaduan yang secara langsung disampaikan (Tatap Muka)
oleh pengguna layanan kepada penyelenggara layanan.

8. Pengaduan Tidak langsung adalah pengaduan yang disampaikan secara tertulis melalui

surat resmi atau menggunakan fasilitas pengaduan yang tersedia seperti ; Kotak Saran dan

Pengaduan, Telp, WA, SMS Pengaduan dan fasilitas pengaduan lainnya,

& o
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9. Penyclenggara Pelayanan Publik adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang < Undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan Badan hukum lain yang dibentuk semata  mata untuk kegtatan pelayanan
pubhk

10. Unsur Kepunsan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dyadikan pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraaan pelayan publik.

11, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundan - undangan bagi setiap warga dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

12. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolann Pengaduan Masyarakat adalah Tim kerja
yang dibentuk untuk melaksanakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTS Kota
Bima,

13, Pemberi layanan publik adalah pegawai instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang ~ undangan yang berlaku,

14. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi  pemerintah dan
dunia usaha yang menerima pelayanan dari Aparatur penyelenggara pelayanan publik.

15. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja
pelayanan yang diberikan oleh Aparatur,

16. Biaya Pelayanan Publik adalah sepala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai
imbalan jasa atas pemberian layanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

1.4. Maksud dan Tujuan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai unit penyelenggara Pelayanan Administrasi Perizinan

dan Non Perizinan dimaksudkan :

1. Untuk menampung asprasi masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

155 ]

Untuk mengukur scjauh mana keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan olch unit pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai perima layanan.

3. Sebagai bahan penectapan kebijakan yang perlu diambil dalam perbaikan mutu pelayanan.

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan.

e —
Laporan L ayanan Kore ez dan Pergein/aan Pengaduan Masyarsiad Torhadap Pelaparan Terpidu Petnan dan Non Farpaan Tahue 2074
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Adapun tujuan dilaksanakannya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan pemahaman
dan  menjamin  hak pengguna jasa layanan sckaligus menindaklanjuti kondisi dan/atau
permasalahan pelayanan sebagai bentuk akselerasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar

dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien serta memenuhi unsur - unsur kepuasan

masyarakat.

1.5, Sasaran

L

I. Mendorong  partisipasi masyarakat  scbagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyclenggara layanan publik.

]

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai

kepuasan pelayanan sebagaimana harapan kita bersama.

3. Mendorong  penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.

4. Adanya penataan sistem, sarana pendukung, mekanisme dan prosedur pelayanan serta
pendanaan yang memadai schingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas,
berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna.

5. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan,

6. Terciptanya kualitas pelayanan yang lebih baik dari setiap Aparatur Pemerintah Khususnya di

lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

1.6, Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
adalah melaporkan semua hasil tindaklanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bima pada Tahun 2025,

1.7. Manfaat

I. Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima secara periodik.

2. Tersedianya Data dan Informasi dari hasil Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan,
baik sccara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan yang dilaksanakan Aparatur
penyelenggara pelayanan publik.

3. Adanya Data dan Informasi untuk bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang
perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit
peny elenggara pelayanan dalam upaya penmgkatnn kinerja dan mutu pclayanan

v Laparadn Konlss ¢ Pempeiolam Ferqadian Matyaacst Tertatap Pelayanan Teepadks Pentcan dan Noa Perpean Tadan 0078
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t Sebognt sacana gengawasan dan balin e valuss terhadap pelaksanaan “landar Cpperasimal
Preedur (SO pelaganan perzman dan neon petizinan pada Uit Pelaynnan Aduunistran
Peturiman

Membenihan akosalerany dadarn penyelengparaan pelaganan adionistoasy patizoasn dan non

perizinan

HAK I

LAYANAN KONSULTASIDAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKA T
TERHMADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN NON PERIZINAN

L1, Gambaran Umum

Penyedivan Layanan Komultass dan Pengelolwan Pengaduan Masgarakat terhadap
Pelayanan Verpadu Penzinan dan Non Perziman merapakan salah cata upaya yang didakakan oleh
Iinas Penanaman Modal dan ISP Kota Buna dalamn rangka membenkan akselerass dalam
penyelenggaraan pelayanan pubhk. Tedwt dengan bal i, babiwa penyelengparan Layanan
Periziman dan Nen Penizinan telah dilakoban secara elebtronke melabn Aphkan Ombine Single
Submission Risk Based Approsch (05%  BBA) Pada dasarnyas Sotem O8S - FBA merupalkan
astem yang mengintegrasean seluroh laganan peozinan berusaha yang menjadi kewenangan
Menten/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atan Bupaty/Walikota yang didakukan sccara eleltronik
Berdasarkan Peraturan Pemenntal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Petizinan Berusaba
Jerintegrasi Secara Flektromk, bahwa setiap Pelaku Usaha wapib melakokan pengimputan sendiri
izin usahanya yang terdinn dare Nomor Induk Berusaha (NIB) dan [2in Usaha berdasarkan nila
investasi dan jenis usaha melalud Sistem OSS - RBA dan perizinan untuk kegiatan usaha ini
paling Jambat diterbitkan selama 1 (Satu) hari kerga dengan persyaran lengkap dan benar. Namun,
jika Pelaku Usaha mengalami kesulitan dalam pengimputan data perizinan melalui Sistem 055 -
RBA maka Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saty
Pintu Kota Bima siap membantu Pelaku Usaha untuk memproses izin melalui Sistem O5S - RBA
melalui Loket Layanan Pembantuan OSS yang selalu siap untuk memberikan layanan kepada
Pelaku Usaha. Layanan Pembantuan Perizinan Sistem OSS - RBA pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tidak dipungut biaya. Dan terkait dengan
kewenangan di dacrah, maka berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima,
maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima telah diberikan
kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal di lingkup Pemerintah
Kota Bima.
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Perly diketabus babrwa, petizinan berusaha sistern perizinan berusabia yang tenntegras)
swears clektronik yang sast im berlaku (085 Verw L1), sistemn perizinan berusaha akan
bertransforman mengadi Oniine Single Submisvion Risk Based Approach (O8S - EBA). Online
Single Submision Rk Based Approach (O85-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan
kepada pelaku wsaha untuk memular dan menjalankan kegiatan wsahanya yang dimilai
berdasarkan tingkat risko kegiatan waha Schagammana duatur dalam ketentuan dalam
Peraturan Pemerimtah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Berbeda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan penzinan pada
ristko dan skala kegiatan waha, sstem OSS BRBA ini nanting a skan menilai permohonan
penizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tingkatan risiko
Berdasarkan pemilaian tinglat bahaya, potens) terjading a bahay a tingkat risiko dan peringkat
shala usaha kegiatan waha, maka terdapat klasifikani risko kegiatan usaha, diantaranya
(Pasad 10 ayat (1) dan (2) PP 52021 )y

Kegratan Usaha dengan tinghat nisiko rendah;
Kegratan usaha dengan tmgkat nsiko menengah rendah,
Kegiatan wsaha dengan tinghat nsiko menengah tingg;

Kegratan usaha dengan tinghkat nsiko tinggi

Guna mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non
perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima
melaksanakan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat

terkait penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Jenis Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
Adapun jenis Layanan Konsultasi dan Pengaduan yang dilaksanakan, meliputi ©

1. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Langsung adalah Pemberian Layanan Konsultasi
dan Pengaduan yang disampaikan secara langsung (Tatap Muka) oleh pengguna jasa
kepada penyelenggara layanan publik,

2. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Tidak langsung adalah Pemberian Layanan
Konsultasi dan pengaduan yang disampaikan secara tertulis melalui surat resmi atau
menggunakan fasilitas pengaduan yang tersedia seperti ; Kotak Saran dan Pengaduan,
Telepon, WA, SMS Pengaduan dan fasilitas lainnya oleh pengguna jasa kepada
penyelenggara layanan publik.
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20 Prosedur Pelayanan Konsultast dan Pengaduan Masyarakat
1 Pengpuna Dasa meny ampakan permohonan melalu - (Langsung atu melalui Telcpon

WSV il Faksimili Kotak Pengoduan Webste) dengan menyertakan toto
ooy scan indentitas din

D Petugas Loket mencnima permohonan dar pengpuna jasa dengan persyaratan fengkap

U Petugas Loket melahukan registrastentry data terhadap permohonan yang masuk dan
memberikan Resi Nomor Permohonan kepada Pengpuna Jasa

4 Lim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masy arakat melakuhan analisa
terhadap permohonan sang disampatkan oleh Penpguna Jasa

S Lim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menetaphan tindakan
vang akan dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa

o, Lim Layanan  Konsultasi dan Pengelolaan  Pengaduan Masyarakat - membernikan
informast kepada Pengguna Jasa mengenai langkah - langhah yang akan dilakukan
sebagai upaya peny elesaian,

7. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masy arakat mengambil tindakan
penyelesaian berdasarkan permohonan Penpguna Jasa,

» Apabila Pengguna Jasa Zidak Puas dengan jawaban atau hasil penyelesaian yang
dilahukan oleh Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,
maka Pengpuna Jasa dapat menyampaikan Pernvataan Puas Tidak Puas baik secara
lisan maupun tertulis kepada Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyvarakat.

» Untuk  menindaklajuti  Retidakpuasan  Pengguna Jasa, maka  Tim Pelayanan
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat akan menganalisa kembali
permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan mengambil tindakan
penyelesaian,

Apabila Pengguna Jasa merasa Puas dengan jawaban atau hasil penyelesaian yang

dilakukan oleh Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat maka

Kegiatan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat telah selesai

dilaksanakan.

2.4, Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan Ketentuan yang berlaku, jangka waktu penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizian adalah
sebagai berikut
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Panlah dan Jents Pongaduan

L Jimlah Pengaduan

Pk Fabwn P05 permmodioman paoogadian sy arabat yang masad dan ditegima olch
Porugas bavanan Komsultast dane Pengelolaan Pengadoan Masyarabat pada Dinas

Penananmian Modal dan FESE K ota Wi pada Balan Jund tahon 2025
2odends Pengaduan
A Pengaduan Langsung

Leehait Penpaduan Eangsung, pada Tahan 2025 ndak ada permohonan Pengaduan
Fangesung yang disampaikan oleh Pengguna Jasa kepada Petugas Layanan Konsultas)
dan Pepelolann Pengadoan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan ISP
Kot Pma dengan melakukon Akst Demontrasi

I Pengndunn Tiduk Langsung

Lerhat Pengaduan Lidak Langsang, pada  Tahun 2025 permohonan Pengaduan
Lidak Fangsung yang disampaikon Dinas Penanaman Modal dan PISP Kota Bima

pada Bulan Juni Fahun 2025,

Adapun Jumlah dan jenis Layanan Pengaduan Masyarakat  Tahun 2025 terdapat

pada tabel berikut
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label 2.2, Rekapitulasi Jumlah Permohonan Layanan Pengaduan _Tahun 2025 Tahun 2025

LAYANAN PENGADUAN ' . ]
NO | BULAN I.AN(?:::?‘RM;?;{XK | pENCADTAN KETERANGAN|
i3 : ' | LANGSUNG | b
1 | Januari - ' . .
2 [rebuari - i ——
3 | Marct . . l - _
4 | April N e e ot MEE D |l
5 | Mei : ' : L . o
6 | Juni . | - Terlampir
7 |l e AT T
8 | Agustus . N ; - N
O [Seplember |- | - -
10 {Okwber | - | i" -
11 | November - . l - NN
12 | Desember | - | - .
JUMLAH . . - D

Berdasarkan Tabel di atas, pada Tahun 2025 tidak ada Pengguna Jasa mengajukan
permohonan Layanan Pengaduan Langsung dan Pengguna Jasa mengajukan permohonan
Layanan Pengaduan Tidak Langsung.
2.7. Rincian Permohonan Layanan Konsultasi

Berdasarkan data permohonan Layanan Konsultasi tidak terdapat Pengguna Jasa
yang menyampaikan permohonan Layanan Konsultasi Langsung maupun tidak Langsung
Pengguna Jasa yang menyampaikan permohonan Layanan Konsultasi Tidak Langsung
kepada Petugas Loket Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

2.8. Rincian Permohonan Layanan Pengaduan
Pada Tahun 2025 ini, tidak terdapat permohonan Layanan Pengaduan Langsung yang

disampaikan.
2.9. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
A. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Konsultasi

Pada Tahun 2025, tidak terdapat Permohonan Layanan Konsultasi dari Pengguna Jasa

yang disampaikan melalui sarana layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Livoean Liyanan Kans tas dan Poropiolean Pergadian Masyarabsl Tedvadep Palayanan Terpady Petizaan dan Non Peroan Tabun 2025
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Kota Bima baik Konsultasi Langsung Maupun Konsultasi Tidak Langsung yang
disampaikan oleh Pengguna jasa pada Loket Layanan Konsultasi dan Pengaduan pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota sehingga tidak ditindaklanjutt sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
B. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2025, secara keseluruhan t tidak ada permohonan Layanan Pengaduan
tidak Langsung dan Pengaduan secara Langsung  dari Pengguna Jasa yang
disampaikan melalui sarana layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota
Bima dan Mal Pelayanan Publik Kota Bima ( MPP).

Rekapitulasi Jadwal Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada
Tahun 2025, dapat dilibat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.5, Jadwal Tindak Lanjut Layanan Pengaduan Masyarakat Tahun 2025.

-—

1 HARITGL. JENIS PENGUMPULAN | PEMBAHASAN | vver o B

! ' PENYELE N |

NO| PENGADUAN |PENGADUAN|  DATA |  HasiL_ | PPN YELESAIAN]
| 5

1 26 Juni 2025 Tidak Langsung v v | Lampiran |

| [ .

i S S —— N e L

! l 1

- -l . i e |

L ' |

| [ ‘ i

: | | . - J

BAB I11

HASIL ANALISA LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT

3.1. Hasil Analisa Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan data hasil analisa terhadap permohonan Layanan Konsultasi dan
Pengaduan Masyarakat pada Periode Tahun 2025 Tahun 2025, bahwa tidak terdapat
Permohonan Layanan Konsultasi yang telah disampaikan Pemohon/Pengguna Jasa pada
Loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Bima dan Mal Pelayanan Publik Kota Bima ( MPP).

Sementara  itu, berdasarkan hasil analisa terhadap permohonan Layanan
Pengaduan Masyarakat tidak ada permohonan Layanan Pengaduan Langsung dan tidak
terdapat Layanan Pengaduan Tidak Langsung yang disampaikan oleh Pemohon/Pengguna

— p— —
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3.2.

Jasa pada Loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal
dan PISP Kota Bima dan Mal Pelayanan Publik Kota Bima ( MPP).

Adapun rincian hasil analisa Layanan Pengaduan Periode Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Layanan Pengaduan Langsung, tidak ada permohonan;

b. Layanan Pengaduan Tidak Langsung ada permohonan.

3.1.1. Hasil Analisa Pengaduan Langsung
1. Tidak ada Analisa Pengaduan Langsung.

Menetapkan Tindakan

Dalam menindaklanjuti permohonan Layanan Konsultasi dan Pangaduan Tim Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP Kota Bima perly
menctapkan tindakan yang akan diambil agar proses penyelesaian terhadap permohonan
Layanan Konsultasi dan Pangaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan

dan Non Perizinan dapat lebih terarah dan hasilnya lebih efekuif,
Memberikan Informasi Kepada Pemohon

Semua informasi terkait tindak lanjut permohonan Layanan Konsultsi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan yang
disclenggarakan oleh DPMPTSP Kota Bima disampaikan kepada Pemohon/Pengguna
Jasa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik untuk mengetahui perkembangan tindak
lanjut penyclesaian yang dilakukan oleh Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima guna menjamin
proses tindaklanjut Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dapat
berjalan secara transparan, tertib, dan lancar guna memenuhi unsur kepuasan masyarakat

dan pelaku usaha.
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BAR IV
HAMBATAN DAN EANGKAN - LANGKAH PERBAIKAN

L0 Mambatan Pelpyanan Pengadunn

Do e laksanaban pelayanan pengaduan banyak  hambatan yang  mempengaruhi

Lonatinas dadany semberikoan pe by anan, sebagal bertkut
PRy a Sumber Day o Manusin (SDM)

Kurapny a0 SON dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat menghambat

Lon e ptan proses pelay anan
Y el Meratany o Peban Pekerjoan Aparato

Masih terdapar aparatur yang  melaksanakan  beberapa pekerjuan  dalam  wakiu

bersamman sehingpa berdampak pada lambatnya pelayanan kepada masyarakat,
U Pemantaatan Sarana Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Belum Maksimal

NSavana - pengaduan - yang  tersedin  belum  dimanfantkan — dengan  baik  oleh
masy arakatpengguna — jasa sehingga  penyampaian  pengaduan  belum  efektifl

sebagatmana vang diharaphan.

4.2, Rencana Perbaikan Pelayanan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan  pelayanan publik yang lebih baik, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mengupayakan untuk

melakukan upaya - upaya perbaikan kualitas pelayanan, sebagai berikut :

1. Terthadap  Persyaratan,  dilakukan  penyederhanaan  persyaratan  untuk
mempermudah Pemohon/Pengguna Jasa dalam memanfaatkan layanan konsultasi

dan pengaduan masyarakat .

P

lethadap Prosedur Pelayanan, dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan
dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
schingga setiap Pemohon/Pengguna Jasa dapat terlayani dengan baik.

Y. Terhadap Waktu Pelayanan, dapat dilakukan pengaturan  waktu pelayanan
schingga pelayanan dapat lebih efektif’ dan memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat sebagai pengguna layanan,

y Macyarsd il Fochatap Padmyanan Terpachs Pangran itan Koa Pengoan Tabun 2075
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4. Terhadap Kompetensi Pelaksana, dapat ditinglathan  dengan  menempathan
petugas pelayanan yang memiliki Kompetensi sesuat dengan keahbian  dan
pengalaman vang dimili\i dalam membenkan pelay anan

S Terhadap Sumber Daya Manusia, dapat ditinghathan dengan dengan mengutus
petugas pelayanan mengikuti pelatihan peminghatan kualitas SDM.

0. Terhadap Beban Kerja Aparatur, dapat dilalukan peninglatan efektivitas Kinerja

aparatur melalui pembagian tugas secara proporsional berdasarkan beban Kerja

aparatur.

Terhadap Sarana dan Prasarana Layanan Konsultasi dan  Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat dapat ditinghathan dengan menambah fasilitas sarana dan

prasarana lay anan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masy aralat agar seluruh

masyarakat dan Jdunia usaha dapat memanfaathan Layanan Koasultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat socara maksimal sesuai dengan Rebutuhan

pelayanan.

BAB YV
PENUTUP

S.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tindaklanjut lay anan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat
vang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinte Kota
Bima Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal scbagai berikut :

1. Secara keseluruhan, permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang
disampaikan oleh Penggunan Jasa melalui sarana layanan yang tersedia pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Periode Tahun 2025

(tiga) Permohonan Layanan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Layanan Konsultasi Langsung dan tidak Langsung, nihil permohonan:
b. Layanan Pengaduan Langsung, nihil permohonan;

¢. Layanan Pengaduan Tidak Langsung, ada permohonan.

Seluruh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang diberikan oleh aparatur
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima tidak dipungut biava layanan. Sctiap
aparatur pelaksana Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dituntut harus lebih mampu meneraphan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha selaku pengguna jasa.
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Permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Pengguna Jasa  [ohun
2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yane
sama di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran
Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam memahami prosedur dan persyaratan Perizinan
yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa merupakan salah satu hal penting yang
harus diberikan  oleh aparatur  selaku  pelaksana layanan, Adanya peran serta
Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha merupakan 3 (Tiga) pilar utama yang
memiliki peranan penting guna menjaga dan menciptakan iklim investasi agar
senantiasa kondusif.

Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan harus terus dilakukan dan ditingkatkan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dan agar terciptanya
akselerasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Semua permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan
oleh pengguna jasa telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP) pelayanan dan telah memenuhi unsur kepuasan masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Guna menjaga kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa dapat direkomendasikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Kedisplinan petugas pelayanan dalam hal menjamin ketepatan waktu dalam pelayanan
perizinan harus terus dipertahankan dan perlu diberi apresiasi serta senantiasa
berkomitmen agar selalu menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan
akan lebih efektif dan efisien demi tercapainya kepuasan masyarakat sebagai pengguna

layanan publik.

(]

. Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat hendaknya
dilakukan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan agar penilaian terhadap tindak
lanjut dan penyelesaian permasalahan dapat lebih representatif mewakili penilaian
masyarakat dalam mengukur perkembangan kinerja unit pelayanan.

3. Hasil tindak lanjut Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dapat

dijadikan bahan acuan guna mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi Kinerja semua personil
pelayanan publik.

B e e e s e ————————e
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- Meninghatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) semua aparatur pelay anan
sehingga dapat mendukung pemberian pelayanan yang lebih baik sesuni harapan
masy arakat,

Momitoring dan Fvaluast terthadap kegiatan investasi sctelah izin diterbitan harus
dilakukan agar iIKlim investasi yang kondusil senantiasa terjaga.

Guna mendukung tereiptanya “Good Governance” di lingkup DPMPTSP Kota Bima
pada Khususnya dan Pemerintah Kota Bima pada umumnya dapat diupayakan dengan
senantiasa - melakukan  movasi  dalam  pemberian  pelayanan publik  guna  lebib
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,

. Koordinasi yang baik secara berkesinambungan lintas OPD dan Instansi lainnya sangat
diperlukan guna mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.

. Adapun rekomendasi berdasarkan saran dan masukan dari pengguna layanan, sebagai

berikut :

a. Petugas di loket pelayanan agar lebih profesional baik dalam hal memberikan
pelayanan maupun terhadap penguasaan regulasi terhadap semua jenis layanan.

b. Agar kegiatan pelayanan tidak terhambat, apabila pejabat yang menandatangani
dokumen perizinan berhalangan atau berada di luar daerah melampaui SOP waktu
pelayanan agar dapat ditunjuk pejabat lain untuk  penandatanganan  dokumen
perizinan,

¢. Kemutakhiran dan Ketersediaan sarana pendukung proses pelayanan perizinan yang
cepat dan berkualitas sangat diperlukan guna peningkatan kualitas pelayanan,

d. Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal
harus tetap dipertahankan guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat terhadap
informasi publik yang transparan dan berkualitas.

¢. Guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Bima dapat melakukan inovasi pelayanan publik dengan melakukan

kegiatan sebagai berikut :

1). Melaksanakan Sistem Pelayanan Keliling (Jemput Bola), yaitu dengan
mendatangi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di daerah yang cukup jauh
dari DPMPTSP Kota Bima atau membuka loket pembantuan layanan di tempat

umum seperti pasar dan sebagainya;

2). Membuka Klinik Layanan Khusus, yaitu berupa loket layanan khusus seperti
loket penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan
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sebagainya guna membantu pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasi
yang sedang dilaksanakan;

3). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dapat bekerja sama dengan
Pihak/Agen Jasa Pengiriman dalam penyampaian dokumen perizinan kepada
pemohon, khususnya bagi pemohon yang berada di luar daerah agar
pemanfaatan waktu lebih efektif dan efisien.

4). Membuka Klinik Layanan Konsultasi, yaitu berupa loket layanan khusus yang
disediakan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk berkonsultasi terkait
kegiatan investasi dan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

5). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dapat bekerja sama dengan
Pihak/Agen Jasa Pengiriman dalam penyampaian dokumen perizinan kepada
pemohon, Khususnya bagi pemohon yang berada di luar daerah agar
pemanfaatan waktu lebih efektif dan efisien,

6). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dapat bekerja sama dengan
Dinas Terkait dapat melaksanakan kegiatan sosialiasi maupun penyuluhan
terkait kegiatan investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap
Kelurahan atau Kecamatan di wilayah Kota Bima, agar penyebarluasan
informasi publik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien guna lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan masukan
bagi aparatur unit penyelenggara pelayanan publik, serta sebagai bahan pertimbangan
dalam mengambil langkah kebijakan ke arah peningkatan kualitas pelayanan publik secara
berkesinambungan Khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bima di masa — masa yang akan datang.

NIP. 19720213 199402 2 001

Laporan Layangn Monean dan Pergeiolzan Pergaduan Masyarak Torhadap Pelayansn Terpady Benpoan dan Non Perrinan Tahun 2028
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Bima, 26 Jum 2025

No. : Lepas Kepada Yth
Lapiran 59 Bapak/ibu KASAT POL PP
Perihal : Pengaduan Masyarakat Kota Bima

Di
Tempat

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.
Dengan hormat.
Pada hari Kamis 26 Juni 2025, Pukul 10:30 WIB, kami dari RT 06 RW 0J
Karara ingin mengadukan persoalan terkait keberadaan Usaha bilyard yang
berada di ditengah-tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan tepatnya
di usaha BILYARD MANTIRI yang beralamat di Kelurahan Monggonao
Kec.Mpunda Kota Bima (depan Bank Sinarmas) karena Saat ini tempat bilyard
tersebut melakukan aktifitasnya diatas jam 00:00 wita (dini hari) Sehingga
mengganggu ketenangan masyarakat setempat,oleh karna itu kami memohon
kepada bapak/ibu KASAT POL-PP Kota Bima utuk segera mengevaluasi
terkait izin usaha Bilyard tersebut, baik Izin HO (gangguan) ataupun izin
lainnya se segera mungkin.
Demikian pengaduan ini kami sampaikan besar harapan kami semoga
bapak/ibu dapat memaklumi lapora;n. dari kami.

Mengetahui;

Ridwan ha ] ”. Bu‘i‘ wl\”“’o' %}fi-.
IHwan Ahwmad

M. lras  Ohenad 4/
N VLR, /zmﬁm_ /
Tokoh Pemuda

T M\ A\ TS

2. Afsurathan /QH’_/ P
7. A% Pahmean M
Y- Aue witdan

5-Qevem kuviiawan '“f
€-M. Gunkur

B Dipindai dengan CamScanner

[


https://v3.camscanner.com/user/download

mvmmu‘,ﬁ

™ 1&«&01-03-3000
Pokedaan . Pelajor | Mahasiswa
Alamal 'm:;w“Mmetwwmmm

WMPMIM}W“\'

lama . .M. GUNTUR

-#:'}31.-? : ;auun-n 1979
L Wiraswasta

Aamat + - RL0G/03 Lingk Kavara Kel, Monggoneo Kee Mpunda
Kota Bima

MWMPMR.H(DNjMW

Dengan adanya Usaha Bikar yang dimiliki oleh sdra RIJALUL RANMAN
p bardokas di R1 08703 Lingk Karara Kol Monggonaso Keo Mpunda Kota Bima yang
: ann hingga larut malem yang mengganggu kenysmanan dat

- Sehubungan dengan hal tersebut dhalas pada Har Inl Rabu tangga 14 Mel
mmwmmmwmmmmmm
mengganggu kenyamanan masyarakal selempat. dengan kesepakatan sebagn

1 Paro pihak sepakat pelaksansan kegiatan biliar dibatasi Paling lambal pukul
24.00 Wha

2 Kemi slap menjaga kemanana kenyamanan baghungan masyarakat dan
keamanan keglatan Biliar tersebul

3. Apablia kesepakatan ini oilanggar oleh salah satu pihak terutama Pihak | (

Partama ) selaku pemdik usaha bilar maka usaha Biliar tersabul siap ditutup

dan lidak boleh baroparas selamanya.

Demikian sural kesepakatan bersama i kami bual dengan sebenarmya, lanpa
adanyn pakspan dan pibak manapun. agar dapal dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pihak 11 { Kedua Pitak | ( Pertama )

M. GUNTUR & ™™ RIALUL RAHMAN

. “ 1 HEOD UKHLISY ( Orangtua Sdra RIJALUL RAHMAN RIJALUL RAHMAN ) /7

3 SERDA ADILLAH ( Babinsa ) Kel. Monggonao
4. M SABRI .SH Ketua LPM Kel Monggonao
5. MA'RUF Ketua Rw 03 Kel Monggonao
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